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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

)

Henimbangii

Mengingat

. ...DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA-

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketenfyan Pasal 112 ayat (1)
Undang-undang Nomor - 23 Tahun 2014 teniang
Pemerintahan ‘Dacrah dan: Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Pemerintah_Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Dacrah, periu mm';tapka%* Peraturan Dufrah tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Dacrah Propinsi  Sumalera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran



Negara Republik Indonesin Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonecsia
Nomaor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor S887);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimnksud_ dengan :

Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

i
H

2,
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Sekretariat DPRD adalah Sckretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
2




10.

11.

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Badan Dacrah adalah Badan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan,

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang lertentu.

Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur
pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB Il :
mmmr DAERAH

-
r ]

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ém Wﬂ; Du:rah dcnf.n susunarn

secbagai berikut
Sekretariat Daerah mr.rup-l:an

a.
b.

c'

.u-
ok rah Tipe A. f

Sekretariat DPRD ml:rqpahn Sekre f’RDTlp: A; /
Inspektorat merupakan Insp to Tipe' .ﬂl..-‘J

dan | 2 ipe A; ?;lyclmagmkﬂn urusan

Dinas Pendid
Hdmgkebudn}mn

pemerintahan hrdqn; :

2: mmnmgwmmmmmm

bidang kesehatan;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Tipe A; menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman

modal;



2. Di
inas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B; menyelenggarakan
uUrusan pemerintahan bidang Administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;

6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe
B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

7. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe B;
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;

8. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe B; menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pariwisata, Pemuda dan Olahraga ;

9. Dm.&m..m.ﬂ;mwm urusan. pemerintahan
bidang Penkanan; | .

10.Dinas Pekerjpan. Umum dan Penataan Runng Tipe B;
menyelengarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang; f

11. Dinas Perhubungan Tipe B ; menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang perhubungan;
. : : v
12. Dinas’ Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tipe B,
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah, urusan perdagangan dan urusan perindustrian;
13. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Tipe B; menyelenggarakan urusan pemtrmtahan bidang perumahan
dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
14. Dinas Pengelola Sumber Daya Air Tipe B; menye
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub

urusan

urusan sumber daya air;

15. Dinas Peternakan dan Keschatan Hewan Tipe B; menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan
kesehatan hewan;

16. Satuan Polisi Pamong Praja
menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang satuan polisi
pamong praja dan sub urusan pemadam kebakaran;

dan Pemadam Kebakaran Tipe B;



17. Dinas Pangun Tipe C; menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pangan;

18. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C; menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian
dan bidang statistik;

19.Dinas Lingkungan Hidup Tipe C; menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang lingkungan hidup;

20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C; menyelenggarakan urusan

penelitian dan pcngcmbanga.pJ _:’,
2. Badan Pengelola Hmngungpauah&'hpe B; melal:ﬁ.nakaﬂ fungsi
penwutmg Keuangan;
3. Badan Kepcgawam.n dan Fungcmhﬂnmn Sumber Daya Manusia Tipe
B; melaksanakan fungsi penun;mg" kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan. :
Badan Pendapatan Tipe B; m:luhanlkamacbagt&n fungsi penunjang

Keuangan.

f Kecamatan terdiri dari:

Kecamatan Koto X! Tarusan Tipe A;
Kecamatan Bayang Tipe A;
Kecamatan Bayang Utara Tipe A;
Kecamatan IV Jurai Tipe A;
Kecamatan Batang Kapas Tipe A;
Kecamatan Sutera Tipe A;
Kecamatan Lengayang Tipe A;
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h. Kecamatan Ranah Pesisir Tipe A,

. Kecamatan Linggo Sari Baganti Tipe A;
Kmmaun Air Purae Tipe A;

Kecamatan Pancung Soal Tipe A;

Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tipe A;
Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tipe A;
Kecamatan Lunang Tipe A; dan

Kecamatan Silaut Tipe A.
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(1) Pada Dinas Daerah dlnﬂadmﬂnﬂlhdnpﬂt dibl:nruk U'FI'deUFTB

(2) UPTD dan UPTB aebagnnnmadnnakmadpadamtu] dibentuk untuk
mlﬂkmmkﬂnschﬂsﬂnkﬂmam opuwmldan.ramumnmm

penunjang tertentu pcrangkal: iuddknjn.
Pasal 5

Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat UPTD di
bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2) Satuan pendidikan Daerah secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

(1)




BAB V1
KETENTUAN PERALIHAN

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulal berlaku UPT Dinas, UPT Badan, dan
Rumah Sakit Umum Daerah vang sudah dibentuk tetap melaksanakan
tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati  tentang

pembentukan UPT Dinas, UPT Badan dan Rumah Sakit Umum Daerah yang
baru.
T —————

(2) Pasal :nml mengatur pembentukan Rumah Sakit Urm}n Daecrah pada
Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah masih tetap berlaku
paling la,m.a 2 (dua) whun sampai ditetapkannya Ec,mnnm quﬂ" tentang
Pembentukan UPT I:lhn dmlda.ng l{mhnmn herupa Rumah Ea.lut Umum
Daerah; | Py oY ;ﬁ I'

- --—aﬂ-wﬂ-l-i' {

1 - . e - -

Passl10 : f

(1) Bagian kesatuan bangsa dan.politik pada Eckr::tari;t Daerah yang
dibentuk dcnlg.n susunan ngga.m.-lnm dan tata kerja sebelum Perda ini
diundangkan, m;: melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan
perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum
diundangkan.

(2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemenntahan di bidang kesatuan
bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan
perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum
diundangkan.

Pasal 11
[l]BidangP:madanﬁbakwanpadaBademanmu]ﬂnganﬂcnmaDacmh
dihapus dan dimasukan menjadi bidang pada Dinas Satuan Polisi Pamong
Praja.



Pasal 6

(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, di dacrah dibentuk

(2)

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

Rumah Sakit Dacrah dan pusat Keschatan masyarakat sebagai unit

organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerjn sccara
profesional,

Rumah Sakit Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat
otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola

klinis serta mencrapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah, TN

BAB IV
STAF AHLI

Pasal T — '

W
I

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli.

Staf Ahli berada di bawah daii \bertanggungiawab kepada Bupati dan
secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli.
Staf Ahli Bupati “diangkat dari pegawai gmm sipil yang memenuhi
persyaratan. Mg & 3

Pengangkatan dan pcm.berh:t:lli&ﬁ';ﬂtﬂfﬁh]i Bupati oleh Bupati.

BABV
KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Dacrah diangkat dan diberhentikan
oleh Bupali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



(2) Badan Penanggulan
- Vi g Ban Bcrl-r:ann Dacrah yang terbentuk dengan Susunan
m:'s"" Ata Kerja sebelum peraturan ini diundangkan tetap
men . fgasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan
genai Badan Penanggulangan Bencana Dacrah diundangkan.

Pasal 12

!Jcngnn berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat vang ada tetap menduduld
jabatannya dan melaksanakan tugasnys :

snya sampai dengan ditetapksnnya pejabat
berdasarkan ur r_ﬁ_,uﬂh m ; .—\

--r- —---—----—a—— i
\ a ! i
} n ' .
a. Peraturan Daerah Kabupalen Pesisic Selatan Nomor 15 Tabun 2010

tcnmngomuﬂci n:hnTaﬁg Ifgqaiatum Polisi Pamong Praja;
Pera ten

b. turan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tabun 2012
tentang Organisasi-dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir

Selatan;
Peraturan Daerah Kabupaten-Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

d. Peraturan Daecrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang

DrgarﬁnaaidanTamKeljalmmbagl Teknis Daerah; dan
e. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2014
g Organisasi dan Tata Kerja Sckretariat Daerah dan

tentang tentan
Kabupaten Pesisir Sclatan;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



PENJELASANATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGEAT DAERAH

. UMUM

Undang-Undung Nomar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
membawa p!n.ﬂuhmi yang signifikan terhadap p-:mbenmhn Perangkat
Daerah, yﬂuﬂ dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukursn frightstzing)
hcrﬂam‘hnh:hnkcﬁamgmﬂdamnkmﬂmnjuqmm
masing Dacrah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penatasn organisasi
Perangkat Daerah yang rasional, proposional, efcktif dan efisien.

Pengelompokan  organisasi ~Perangkat Daerah  didasarkan pada
konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu
Kepala Dacrah (strategic apex), Sekry nsDmeﬂhwﬂiumDﬂm
foperating ecore), Badan/ Mmgsi Penunjang ' ftechnos ) dan Stafl
Pendukung (supporting staff).

Dalam mng.kn mewyudkan pembentukan Pr.:mnghat Daerah sesuai
dengan prinsip iimm organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang
dmimdahm?:rmnnﬂcnhmldﬂnmmpﬂﬂnmlzﬁm
efektivitas, pembagian’ hattiu tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas,
ikkﬂhhmummFm:muhnnmmmﬂdl kewenangan Daerah dan
itensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Dacrah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah yaitu adanys Urusan
Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan
Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan
dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Dacrah mempertimbangkan fakior luas
wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan dacrah scrta besaran



Pazal 14
Peraturan Daerah ini mulai berluku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetshuinya, memerintahkan pengundangan Pernturan
Dacrah ini dengan penempatannys dalam Lembaran Duerah Kabupaten Pesisir

Selatan.

NOMOR 8
NOREG mem\w"'"‘ — pu:s_iam SELATAN PROVINS!
SUMATERA BARAT : (8/2016D ,



beban i
tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada

docruh sebagai mandas i
yang b di -
. . wanb dilaksanakun oleh setiap Daerah melalun

Peraturan Daerah ini
s e e ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (Lgs)
Em.“m UPE Eﬂ:lnlknrlcﬁhdnrism.ljpcﬂdcngmﬂmrhbﬂmdnﬁ
;dﬁlglnﬂﬂﬂﬂlnliprﬂd:ngnnﬂnrhhh' dari 400 sampal
dengan . Sedangkan untuk Perangkat Daerah Kecamatan ditetapkan

dalam 2 |dua) tpe yaitu tipe A dengan skor dintas 600 dan tipe B dengan
skor kecil atau sama dengan 600,

Pemerintah  Daerah  memprioritaskan pelaksanaan  Urusan
thennu:hm wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar
kebuluhan dasar masyarakat dqiqh:rpmuﬁfnnﬁi optimal. Dich karena
itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahab wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama
minimal tipe C. TN '

sropralien |

F:nnmﬂumhuummbenﬁpamlfdnnpudmnmkmuhm

menata Perangkal Duerah secara :Efm. ?ummmm

kebutuhan nral:a dan kemampuan keuangan Daerah masing masing seris
adanya koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi
kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

11. PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jclas
Pasal 4

Cukup jelas



Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Culcup jelas

pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9 =
pasal 10 ‘ e
Cukup jelus
Pasal 11
Culcup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas

’ }l"
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